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Abstrak
 

Tanah Jaluran adalah tanah ulayat etnik Melayu yang disengketakan antara rakyat penunggu (notabene etnik

Melayu) dengan PTPN IX atas nama negara. Sengketa ini bermula ketika tanah jaluran yang dahulunya

dikontrak oleh Belanda untuk dijadikan perkebunan tembakau, kemudian setelah RI merdeka, tanah jaluran

tidak dikembalikan kepada pemiliknya. Oleh negara RI tanah jaluran diambil dan pengelolaannya

diserahkan kepada PTPN IX Tentu saja hal ini menimbulkan konflik di antara mereka.

 

Pada perkembangan selanjutnya, persoalan sengketa tanah jaluran menjadi lebih kompleks dan rumit.

Karena rakyat penunggu tidak hanya berhadapan dengan PTPN IX saja. tetapi juga berhadapan dengan

penggarap liar dan para pengusaha yang juga mengklaim bahwa tanah jaluran kepunyaan mereka. Untuk

mengatasi persoalan yang pelik ini maka rakyat penunggu membuat organisasi yaitu BPRPI (Badan

Perjuangan Penunggu Rakyat Indonesia) yang berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat rakyat Melayu.

 

Persoalan tanah ulayat yang diambil oleh pemerintah khususnya tanah jaluran tidak hanya berkisar pada

persoalan pertanahan saja. Ada beberapa aspek ataupun dimensi yang menyelimutinya. Diantaranya adalah

dimensi ekonomi dan hegemoni negara sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut.

 

Untuk dapat mengembalikan tanah jaluran yang disengketakan tersebut, BPRPI menggunakan berbagai

macam strategi dalam konflik tersebut. Diantara strategi yang dijalankan oleh BPRPI adalah membangun

sentimen ke-Melayuan, mengembangkan wacana tanah ulayat dan hak ulayat. Selain itu BPRPI juga melobi

para birokrat lokal dan nasional, mengirim surat-surat dan delegasi ke pejabat-pejabat pemerintah, protes-

protes terbuka, mengdakan kerjasama dengan pihak akademisi, menarik perhatian umum melalui peta, serta

membawa isu tersebut ke pengadilan. Semua itu dilaksanakan demi untuk mengembalikan tanah ulayat

mereka yang telah diambil oleh negara. Namun hingga saat ini hasil optimal yang diharapkan masih belum

juga tercapai.

 

Semua ini terjadi karena negara tetap bersikukuh bahwa tanah jaluran adalah hak dan milik negara

sedangknn PTPN IX berhak dalam pengelolaannya. Negara menafikkan rakyat penunggu selaku pemilik

syah tanah jaluran dan tidak ada sedikitpun kemauan politik untuk mengambil tindakan win-win solution

untuk kedua belah pihak dalam kasus sengketa tanah jaluran ini, sehingga sampai saat ini konflik masih

tetap saja berlanjut dan BPRPI tetap berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat mereka.

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kwalitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan

terlibat dan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa informan yang saya

anggap mengetahui benar tentang permasalahan yang ada. Selain itu sebagai data sekunder saya juga
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melakukan studi kepustakaan untuk menunjang data yang saya dapat selama di lapangan.


